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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244/PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

185/PMK.03/2015;

b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan tata cara

penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran

negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata

cara penghitungan dan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
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dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-

Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang

selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PPN

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah.

3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang

selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PBB

adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat

dengan KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar,
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tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau

tempat objek pajak diadministrasikan.

6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya

disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh

BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang

ditetapkan.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang

selanjutnya disingkat dengan KPPN adalah instansi

vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan

sebagian fungsi Kuasa BUN.

8. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB

adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah

kelebihan pembayaran PBB.

9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah

surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

10. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang

selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat

perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai

dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang

akan terutang, dan/atau dasar pembayaran kembali

kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang

diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.

12. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan

PPh adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
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Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

13. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas

Barang Mewah yang selanjutnya disingkat dengan PPN

dan/atau PPnBM adalah pajak sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah.

14. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan yang selanjutnya

disingkat dengan PBB adalah pajak sektor perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

15. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya

disingkat dengan NTPN adalah nomor yang tertera pada

bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul

Penerimaan Negara.

16. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat dengan

ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang

disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB II

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

(1) Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM dapat

dikembalikan dalam hal terdapat:
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